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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tinjauan penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan produksi 

konversi di Kota Palangka Raya terangkum sebagai berikut: Langkah 

konstruktif terhadap penyelesaian status hukum tanah sekitar kawasan 

hutan produksi konversi non produktif di Kota Palangka Raya, antara lain 

melalui mekanisme : a). Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), b). 

Perubahan Parsial Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Non Hutan, dan c). 

Perhutanan Sosial. 

2. Tinjauan status penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan 

produksi konversi yang bersifat penunjukan, yang terurai dalam 

rangkuman berikut: Status penguasaan tanah yang berada dalam kawasan 

hutan produksi konversi terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

45/PUU-IX/2011 yang menyatakan penunjukan kawasan hutan tidak 

berkekuatan hukum tetap dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum 

karena masih merupakan tahapan awal dari Pengukuhan kawasan hutan, 

sehingga penguasaan tanah oleh masyarakat yang berada dalam kawasan 

hutan produksi konvensi masih bisa diakui keberadaannya. 
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B. Saran – Saran 

Untuk melengkapi penelitian ini, maka dapatlah peneliti memberikan 

saran yang sifatnya konstruktif guna kemajuan ilmu pengetahuan dibidang 

hukum khususnya hukum pertanahan dan kehutanan, yakni sebagai berikut: 

1. Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 

seharusnya semua Kawasan Permukiman yang berada dalam Kawasan 

hutan produksi konversi non produktif sudah dilepas dan ditingkatkan 

menjadi arela penggunaan lain agar pihak Badan Pertanahan Nasional 

Kota Palangka Raya bisa menerbitkan sertifikat hak milik bagi 

masyarakat. 

2. Secara rasional masyarakat yang telah lama bermukim dan menempati 

Kawasan hutan produksi non produktif harus bisa diberikan sertifikat hak 

milik sebagai penghargaan eksistensinya berada disebuah kawasan. 

3. Sebuah kepastian hukum sangat dinanti masyarakat kota Palangka Raya 

yang lahannya masuk dalam kawasan hutan produksi konversi. 
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